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5ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

bawa Besar yang memeriksa dan mengadili
pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan
rjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl.
igdin GG. Teratai No.21, Rt.001 / Rw. 005, Kelurahan

ecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai

melawan

, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan D3, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di
Dusun Selante, Rt.002 / Rw. 004, Desa Selante, Kecamatan
Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember
2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Sub,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2016 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
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an Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Tahun, sampai Bulan September Tahun 2018.
n tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup
suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang
, Umur 15 Bulan,
gempuan, belum sekolah.

yal bulan Desember Tahun 2016, ketentraman rumah
at dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan
o’f elisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus
g sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
a. Tergugat ada kelainan Sexual (Suka dengan sesama jenis).

b. Selama 3 (tiga) bulan berturut turut sejak berpisah Tergugat sudah
tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Nafkah Bathin
terhadap Penggugat.

c. Tergugat sering berbohong dalam segala Hal.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan September
Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,
kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat Tinggal dengan
Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-

masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka
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alternatief terakhir bagi Penggugat untuk
salahan Penggugat dengan Tergugat.

bayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Besar segera memeriksa dan mengadaili

jatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

péda hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
adap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
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Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sumbawa, Nomor 0320/047/1X/2016 Tanggal

‘ , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan
an mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01
Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

. Bahwa saksi Kenal, Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu

kandung Penggugat;

. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
sah;
. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

bersama di rumah orang tua Penggugat;

. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (1)
satu orang anak;

. Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena

Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat;
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tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
sexsual (suka dengan sesama jenis);

tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat
@ptember tahun 2018 dan selama perpisahan

pernah memenuhi kewajibannya sebagai

yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa saksi Kenal, Penggugat dan Tergugat, sebagai

sepupu satu Penggugat;

. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
sah;
. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

bersama di rumah orang tua Penggugat;

. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (1)
satu orang anak;

. Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena
Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat;

. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
Tergugat ada kelainan sexsual (suka dengan sesama jenis);

. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat

tinggal selama kurang lebih 04 (empat ) bulan lamanya dan selama
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) Penggugat;
keluarga sudah berusaha untuk menasehati

stidah tidak sanggup, karena Penggugat sudah
ai dengan Tergugat..

para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
ah, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

fet ANpaikan kesimpulan secara lisan yang pada pikiknya

atannya serta mohon putusan;

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan

tanpa hadirnya Tergugat;
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dan-C punyai alasan serta tidak bertentangan dengan
ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., surat
briksa dan diputus secara verstek;

san pokok Penggugat mengajukan gugatan
ada kelainan sexsual suka dengan sesame
ang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga
inggal selama kurang lebih 4 bulan sampai
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

nkan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
.-‘/ membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
ah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
gfalan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
dlasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (Kutipan akta
nikah) serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah
memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk
dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata Penggugat
tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh
karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama
Sumbawa Besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2016, relevan dengan dalil
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aksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama | GcNGINININIIINNNE
umur 15 bulan berjenis kelamin perempuan belum sekolah;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0320/047/1X/2016,
Tanggal 27 September 2016.
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal

dirumah Orang Tua Penggugat Di JI. Hasanuddin GG. Teratai No.21,
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ahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
. Tahun, sampai Bulan September Tahun 2018.
an Desember Tahun 2016, ketentraman rumah
ergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
at dan Tergugat yang terus menerus yang sulit
lisebabkan antara lain karena:

ainan Sexual (Suka dengan sesama jenis).

a) bulan berturut turut sejak berpisah Tergugat
emberikan Nafkah lahir maupun Nafkah Bathin

2fiihg berbohong dalam segala Hal.

dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-
masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatief terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
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nah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

angga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

-membe eh /r batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

/ Oapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga

péing, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan
Kaidah Fighiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:
£ dawlesll prso wl> e pllaoll

Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada
menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI,
halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai
berikut :

adlle ualdll arde $la lg> gl a> g llans ,oac il olg

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap
suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami
dengan talak satu”,

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29:
o b puanll plgs aro glosuws V Loy Llgs go il Sl a5 g 3l casol 151
wvolall lgdllo, 3iiszg $e,0ill (molall o wlloi Ol lgl oz Laglliol

Login Mo Vllic jmc g uall cani sl aishs aalls
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nggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
ukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan
eperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan
sehingga menggoyahkan keutuhan rumah
isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada

gbut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Sumbawa Besar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),
tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal
Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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ENGADILI

J telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
ang, tidak hadir;

’énggugat dengan verstek;

bain sughra Tergugat (G
terhadap Penggugat (I EGTGTcTNNNEEEEE

da Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

a_ﬁ" 00,00 ( empat ratus enam puluh satu ribu ).
Je At uskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
a Besar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi
patan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh
B s-bo02 ketua Majelis, |GG -

masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

tersebut, dan didampingi oleh | scbagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
TTD TTD

Hakim Anggota,

TTD
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amah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti,
TTD

5.000,00
6.000.00
461.000:6€
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